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MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku

tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu

kerjakan”

(Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 8)!

PERSEMBAHAN

L Al-Aliyy, Al-Quran dan Terjemahannya, CV. Diponegoro, Bandung, 2000, him.86.
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Puji syukur Alhamdulillah senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT Yang

Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-
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HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor :
282/Pid.B/2016/PN.Bdg.)”. hal ini merupakan hasil kerja keras saya dan doa serta

dorongan dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril maupun

materiil. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih yang tak terhingga
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dilakukan oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat dan menyebabkan meninggalnya korban
Gustiana Ramdan (alm). Atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka
hakim menjatuhkan hukuman pidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Adapun
permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah
Pertama, Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan
Tindak Pidana Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) sudah sesuai dengan fakta yang
terungkap di persidangan, Kemudian permasalahan yang kedua adalah Apakah
penjatuhan  pidana  kepada  terdakwa  dalam  Putusan = Nomor
282/Pid.B/2016/PN.Bdg. sudah sesuai dengan sistem pemidanaan.

Tujuan penelitian skripsi ini untuk menganalisis pertimbangan hakim pada
terdakwa yang terbukti melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
dengan fakta yang terungkap di persidangan dan untuk menganalisis penjatuhan
pidana pada putusan Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Bdg dengan sistem
pemidanaan.

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam
skripsi ini adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan
undangundang(statuteapproach), yaitu pendekatan masalah dengan menelaah
semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang
ditangani. Dalam skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Bahan hokum tersebut dianalisis menggunakan metode deduktif
agar mendapat suatu jawaban atas permasalahan di atas, sehingga penulis dapat
memberikan preskripsi yang seharusnya dapat diterapkan.

Penulis menarik kesimpulan dari jawaban atas permasalahan yang telah
ditetapkan serta saran penulis, yakni : Pertama, Dalam putusan tersebut hakim
menjatuhkan putusannya dalam Pasal 338 KUHP yaitu mengenai tindak pidana
pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat kepada korban
Gustiana Ramdan (alm). Jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan
terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka menurut penulis hakim
kurang tepat dalam menjatuhkan pasal kepada terdakwa yang dikenakan Pasal 338
KUHPdanlebih tepat apabila hakim memutus terdakwa dengan dakwaan subsidair
yaitu Pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang menyebabkan mati. Kedua,
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam)

bulan dalam kasus tindak pidana pembunuhan tidak sesuai dengan sistem
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pemidanaan dan kurang memberikan keadilan khususnya bagi pihak keluarga
korban. Saran menurutpenulis yang pertamayaitu, Hakim dalam menjatuhkan Pasal
kepada terdakwa harus lebih teliti dan sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan
serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.Sedangkan saran yang keduayaitu,
Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa hendaknya juga
mempertimbangkan kesesuaian berdasarkan sistem pemidanaan dengan perbuatan

terdakwa agar tercipta keadilan.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan suatu kumpulan aturan yang di dalamnya berisi
tentang larangan dan kewajiban yang diberikan sanksi untuk orang atau sekelompok
orang yang melanggar peraturan tersebut. Di' Indonesia sendiri peraturan-peraturan
mengenai pidana telah diatur di dalam sebuah Kitab UndangUndang Hukum Pidana
(KUHP). Salah satu contoh perbuatan yang diatur di dalam KUHP yang termasuk
dalam suatu kejahatan salah satu contohnya yaitu tindak pidana pembunuhan yang

diatur dalam Pasal 338 KUHP- Pasal 349 KUHP.

Kejahatan pembunuhan yang dilakukan terhadap nyawa orang lain terus terjadi
dan menjadi pemberitaan luas oleh media massa. Pembunuhan merupakan perilaku

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dari perbuatannya
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berakibat hilangnya nyawa orang lain. Terjadinya pembunuhan juga
dilatarbelakangi oleh berbagai macam sebab, sehingga seseorang merencanakan,
memutuskan dan mengeksekusi pembunuhan terhadap orang lain. Ketika seseorang
sudah menjadi korban pembunuhan, dapat dipastikan seseorang tersebut mengalami
kematian.? Pembunuhan juga bisa disebabkan karena hal-hal yang bersifat ringan
dan juga spontanitas. Misalnya karena pelaku emosi sehingga terpancing dan gelap

mata akhirnya melakukan pembunuhan.’

Hal pokok yang terdapat dalam tindak pidana pembunuhan yaitu adanya unsur
kesengajaan dalam menghilangkan nyawa orang lain baik sengaja biasa ataupun
sengaja yang direncanakan terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan sengaja biasa
yaitu adanya niat untuk membunuh yang timbul secara spontanitas. Adapun
unsurunsur dari tindak pidana pembunuhan biasa yaitu merupakan perbuatan

menghilangkan nyawa, dan perbuatan yang dilakukan secara sengaja.

Tindak pidana pembunuhan termasuk dalam suatu delik materiil atau
mateerieeldelict, dimana delik materiil merupakan suatu perbuatan yang dianggap
selesai dari terjadinya suatu akibat yang telah diatur di dalam Undang-Undang.
Pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai dengan sengaja
menghilangkan nyawa orang yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas
tahun penjara. Ini adalah suatu perumusan secara material, yaitu secara
mengakibatkan sesuatu tertentu tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak
pidana. Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak
dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi,
mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan, dan sebagainya,
bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak
memberikan makan kepada seorang bayi. Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah
dengan unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan

(0oogmerk) untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsafan kepastian akan

2 Jurnal Penelitian Psikologi volume 04 nomor 01 2013 dengan judul “Mengapa Seseorang Mau
Menjadi Pembunuh” oleh Agoes Dariyo, Him. 10.

3 Jurnal Hukum Khaira Ummah volume 12 nomor 4 Desember 2017 dengan judul “Penyidikan
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan di Polda Jateng” oleh Budi
Setiawan, dkk, HIm. 910.
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datangnya akibat itu (opzetbijzekerheidsbewustzijn) atau sebagai keinsafan

kemungkinan akan datangnya akibat itu (opzetbijmogelijkheidsbewustzijn).*

Dilihat dari sifat hukum yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka dari setiap
perbuatan melawan hukum dapat dikenakan hukuman. Dalam tindak pidana
pembunuhan, terhadap pelaku yang apabila dalam sidang pengadilan sudah terbukti
secara sah dan meyakinkan, telah melakukan tindak pidana pembunuhan, maka
pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Dari
perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, hakim menjatuhkan pidana kepada
pelaku yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai
dengan perundang undangan yang berlaku.

Untuk mengatakan seseorang atau sekelompok orang melakukan suatu tindak
pidana pembunuhan, dimana seseorang tersebut telah melakukan perbuatan yang
menyebabkan korban kehilangan nyawa atau meninggal dunia dan untuk
menentukan benar atau salahnya seseorang atau sekelompok orang tersebut benar
melakukannya harus dilakukan beberapa tahap pemeriksaan. Salah satunya yaitu
pembuktian. Dimana proses pembuktian ini sangat penting untuk menentukan
pertimbangan hakim serta penjatuhan pidana yang nantinya diberikan kepada
seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pembuktian diperoleh berdasarkan
fakta-fakta hukum yang telah di dapat selama proses persidangan berlangsung

dengan cara-cara yang telah ditetapkan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses
pemeriksaan di sidang pengadilan. Melalui pembuktian inilah nasib seorang
terdakwa ditentukan. Apabila dari hasil pembuktian dengan alat bukti yang
ditentukan undang-undang berdasarkan Pasal 184 ayat (1) yang terdiri dari
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa
dinyatakan “bersalah”, maka kepada terdakwa akan dijatuhkan hukuman. Sebalikya
jika hasil dari pembuktian “tidak cukup” untuk membuktikan kesalahan yang

dilakukan terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Oleh karena itu,

4 WirjonoProdjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung : Refika Aditama,
2012, him. 67.
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hakim harus berati-hati, cermat dan juga matang dalam memberikan penilaian dan

mempertimbangkan nilai pembuktian.

Berdasarkan uraian di atas penulis menghubungkannya dengan putusan hakim
dalam hal memberikan pemidanaan pada perkara Nomor : 282/Pid.B/2016/PN.Bdg
dengan terdakwa Ferdiana Sudrajat Bin Dadang Hidayat.

Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 5 Januari 2016 sekitar jam 00.00 WIB
ketika saksi Destyana Rizky Yuliani dan temannya yakni saksi Intan Fitri Sahara
Nur Aulia dan saksi Rani Rusiani saat itu keluar dari tempat hiburan Charly Karaoke,
yang mana saat itu terdakwa sudah berada di tempat tersebut. Kemudian terdakwa
berbincang-bincang dengan saksi Rani Rusiani. Kemudian terdakwa memanggil
saksi Destyana Rizky Yuliani kemudian bersama saksi Intan Fitri
Sahara Nur Aulia menghampiri terdakwa, dan saat itu terdakwa berkata “itu pacar
kamu” sambil terdakwa menunjuk korban Gustiana Ramdan (Alm). Kemudian saksi
Destyana Rizky Yuliana menenangkan terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang
sehingga terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motornya. Kemudian pada
saat itu juga saksi Destyana Rizky Yuliani bersama saksi Intan Fitri Sahara Nur
Aulia dan saksi Rani Rusiani juga pergi menuju Pub Dangdut
“Asikasik” yang berada di Lantai 3. Sedangkan korban bersama temannya yakni
saksi Ari Jahari dan saksi Deni Hidayat menyusul ke Pub Dangdut tersebut. Sekitar
jam 02.00 WIB Pub Dangdut itu tutup, kemudian saksi Destyana Rizky bersama
saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia dan korban naik sepeda motor bertiga sedangkan
saksi Rani Rusiani bersama dengan saksi Deni Hidayat naik sepeda motor menuju
tempat makan seblak yang terletak di Jl. Terusan Jakarta. Pada saat tiba di tempat
makan seblak, saksi Destyana Rizky Yuliani bersama dengan saksi Deni Hidayat,
saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia dan saksi Rani Rusiani masuk kedalam warung
seblak untuk memesan makanan, sedangkan korban duduk di atas sepeda motor
yang diparkir di depan tukang seblak. Kemudian terdakwa datang menghampiri
saksi Destyana Rizky Yuliani kemudian menghampiri korban dan
berbincangbincang. Saat itu pula saksi Intan Fitri Sahara Nur Aulia memberitahukan
kepada saksi Destyana Rizky Yuliani dan temannya bahwa terdakwa pergi bersama
korban dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing. Saat itu saksi Rani

Rusiani mengejarnya sambil berteriak “Ferdi udahlepasin”, kemudian saat itu juga
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saksi Destyana Rizky Yuliani dan saksi Rani Rusiani mengejar. Setelah saksi
Destyana Rizky Yuliani berhasil mengejar terdakwa dan korban, saksi Destyana
Rizky melihat terdakwa sedang posisi jongkok sambil memukuli korban yang saat
itu posisi tubuhnya terkelungkup di tanah. Kemudian saksi Deni Hidayat saat itu
juga langsung memisah terdakwa dan korban. Setelah dipisah kemudian saksi
Destyana Rizky Yuliani memeluk korban dan menidurkannya di tanah dan
kemudian saksi Deni Hidayat langsung mengangkat Korban.Terdakwa memukul
korban masingmasing kearah bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali dan kearah bagian
dada sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kepalan tangannya dan 1 (satu)
kali kearah kepala bagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci
inggris. Pada saat itu dari dalam celana terdakwa saksi Destyana Rizky Yuliani
nelihat sebuah kunci inggris sehingga oleh saksi langsung diambil kunci inggris
tersebut dan diserahkan kepada saksi Deni Hidayat untuk diamankan, sedangkan
korban diangkat dan dimasukkan kedalam mobil taxi oleh orang-orang yang
menolongnya saat itu dan diikuti pula oleh saksi Deni Hidayat. Setelah korban
dibawa ke Rumah Sakit dan dirawat selama lima hari, korban dinyatakan meninggal

dunia.’

Dalam hal ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan
subsidair. Dimana jaksa penuntut umum dalam dakwaan pertama yaitu primair
mendakwa dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
dakwaan kedua yaitu subsidair dengan pasal 351 ayat (3) KUHP. Dalam hal
penuntutan, jaksa penuntut umum meminta hakim untuk memutus terdakwa
dipidana 6 tahun penjara atas dakwaan primair pasal 338 KUHP tentang
pembunuhan. Kemudian dari putusan tersebut hakim menyatakan terdakwa terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan menjatuhkan

pidana selama 5 tahun 6 bulan terhadap terdakwa.

Penulis berpendapat bahwa kejadian sebagaimana yang telah dijelaskan di atas
tidak termasuk dan tidak bisa diklasifikasikan ke dalam perbuatan tindak pidana
pembunuhan. Dimana adanya tenggang waktu selama lima hari dalam perbuatan

tersebut. Sedangkan pengertian dari tindak pidana pembunuhan adalah suatu

5> Putusanpengadilannomor : 282/Pid.B/2016/PN.Bdg, him. 3-5.
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rangkaian tindakan kesengajaan yang berakibat meninggalnya seseorang pada saat
kejadian atau tidak lama dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dari
perbuatan tersebut harus berakibat kematian atau hilangnya nyawa seseorang
dengan jangka waktu yang tidak lama. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut
dirasa tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Dimana dalam
proses pembuktian haruslah di teliti berdasarkan fakta yang di dapat dari proses
persidangan. Pembuktian itu sendiri merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk
memperoleh kepastian yang layak dengan jalan melakukan pemeriksaan dan
berdasarkan penalaran hakim.

Serta jika melihat perbuatan terdakwa yang dituntut oleh jaksa dengan pasal 338
KUHP tentang pembunuhan dengan dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan oleh hakim
kurang sesuai dengan sistem pemidanaan dan tidak mencerminkan rasa keadilan
khususnya bagi pihak keluarga korban. Tugas hakim dalam memberikan keadilan
dalam putusannya tentu harus bersifat obyektif. Oleh sebab itu, hakim dalam
menjatuhkan pidana harus berpedoman pada sistem pemidanaan. Pemidanaan
diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum
pidana. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku
kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan yang

serupa.

Berdasarkan latar belakang seperti diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan
menganalisis tindak pidana pembunuhan dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk
skripsi dengan judul “PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN (Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Bdg)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa

rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini,sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan
Tindak Pidana Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) sudah sesuai dengan
fakta yang terungkap di persidangan?
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2. Apakah penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam Putusan Nomor
282/Pid.B/2016/PN.Bdg sudah sesuai dengan sistem pemidanaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim pada terdakwa yang terbukti
melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dengan fakta
yang terungkap di persidangan.

2. Untuk menganalisis penjatuhan pidana pada putusan Putusan Nomor

282/Pid.B/2016/PN.Bdg dengan sistem pemidanaan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat
ilmiah yang dalam hal ini karya ilmiah berbentuk skripsi. Suatu karya ilmiah harus
mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga
hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metode
penelitian merupakan cara menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu
kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penggunaan metode penelitian
hukum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menggali, mengolah dan
merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Disetiap bidang ilmu
pengetahuan memiliki beragam metode penelitian tersendiri, seperti ilmu hukum
misalnya, dimana ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukanlah
deskriptif, sehingga metode penelitian yang digunakan berbeda dengan metode

penelitian ilmu sosial.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum, yaitu suatu proses
untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi
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masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi,

dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.® Tipe penelitian dalam penulisan

skripsi ini adalah yuridis normatif (Legal Research), yaitu penelitian yang dilakukan

untuk menemukan kebenaran koherensi, dengan cara mengkaji berbagai aturan

hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta

literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Terdapat 5 (lima) pendekatan masalah yang dapat dipergunakan untuk

melakukan penelitian mengenai isu hukum yang akan di teliti. Berikut akan

dijelaskan mengenai pendekatan-pendekatan tersebut :’

1.

Pendekatan undang-undang (statuteapproach), dimana pendekatan ini
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang menjadi objek pembahasan.

. Pendekatan kasus (caseapproach), dilakukan dengan cara menelaah

kasuskasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Yang perlu
diperhatikan oleh peneliti adalah ratiodecidendi, yaitu alasan-alasan hukum
yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Pendekatan
kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan
merujuk kepada ratiodecidend.

Pendekatan historis (historicalapproach), dilakukan dengan menelaah latar
belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu
hukum yang dihadapi. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk
memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu,
melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan

perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-13, Jakarta : Kencana, 2017,

him. 60.

7 Ibid, him. 133-136.
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4. Pendekatan perbandingan (comparativeapproach), pendekatan ini dilakukan
dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-
undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Selain itu
dapat juga membandingkan suatu putusan pengadilan di beberapa negara
untuk kasus yang sama.

5. Pendekatan konseptual (conceptualapproach), pendekatan ini berdasar pada
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu
hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin di
dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan
pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang
relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan
dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam
membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang

dihadapi.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan
undang-undang (statuteapproach)dan pendekatankonseptual(conceptual approach),
karena undang-undang dan regulasi merupakan landasan penulis untuk menjawab
isu hukum. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum dalam
skripsi ini, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Undang-
Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara pendekatan konseptual
(conceptual approach) adalah pendekatan yang dilakukan dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan
mempelajarinya pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di
dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-
pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan
dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandanganpandangan dan doktrin-
doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu

argumentasi hokum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.
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1.4.3 Bahan Hukum
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,
catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan
atau putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan

skripsi ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 282/Pid.B/2016/PN.Bdg.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi bukubuku
teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas
putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan
skripsi ini mencakup buku-buku literatur dan artikel hukum di internet yang terkait

dengan isu hukum yang dihadapi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Menganalisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok
permasalahan. Agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat, maka dilakukan

langkah-langkah sebagai berikut :®

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan
untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai

relevansi juga bahan-bahan non hukum,;

& Ibid, him. 213.
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3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan
yang telah dikumpulkan;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di

dalam kesimpulan.

Berdasarkan beberapa tahap yang dimaksud di atas maka langkah pertama
yang penulis lakukan adalah mengidentifikasi. Fakta-fakta hokum dalam
putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Bdg untuk menentukan isu hukum dan
kemudian menetapkan dalam rumusan masalah dalam skripsi ini. Selanjutnya
mengumpulkan bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hokum
sekunder yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Dalam melakukan
telaah isu hokum menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu pengambilan
kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang
bersifat khusus. Setelah melakukan analisis dengan menggunakan metode
penalaran deduktif maka penulis dapat memberikan kesimpulan dalam bentuk
argumentasi untuk menjawab isu hokum serta dapat memberikan preskripsi

berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan dan saran.

BABII

TINJAUAN PUSTAKA
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2.1 Tindak Pidana Pembunuhan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Perkataan ‘“nyawa” sering disinonimkan dengan ‘“jiwa”. Pengertian
nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia.
Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang

secara umum disebut dengan “pembunuhan”.’

2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana terhadap “nyawa” dalam KUHP dimuat pada Bab XIX
dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam Pasal 338
sampai dengan Pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP

mengaturnya sebagai berikut :

- Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia

- Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru
dilahirkan

- Kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam

kandungan.

Dilihat dari segi “kesengajaan” (dolus) maka tindak pidana terhadap

nyawa terdiri atas :

- Yang dilakukan dengan sengaja
- Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat
- Yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu -  Atas

keinginan yang jelas dari yang dibunuh

% Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Jakarta : Sinar Grafika,2000, him.
4.
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- Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri.

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap ‘“nyawa” tersebut pada

hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut :

- Dilakukan dengan sengaja, yang diatur bab XIX
- Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan, diatur bab XXI
- Karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian, yang diatur

dalam Pasal 170, 351 ayat (3), dam lain-lain

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil yaitu delik yang
hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang

menimbulkan akibat tersebut.

Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat di dalam KUHP yaitu

sebagai berikut :

- Pembunuhan (Pasal 338)

- Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339)

- Pembunuhan berencana (Pasal 340)

- Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341)

- Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342)

- Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344)

- Membujuk atau membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345)

- Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346)

- Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347)

- Matinya kandungan dengan izin perempuan yang
mengandungnya (Pasal 348)

- Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran atau
matinya kandungan (Pasal 349).'°

10 1bid, him. 19-20
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2.1.3 Unsur-unsur Pasal 338 KUHP
Pasal 338 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena
bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya
lima belas tahun.”

Unsur-unsur pembunuhan adalah :

- Barang siapa : ada orang tertentu yang melakukannya

- Dengan sengaja : dalam ilmu hukum pidana, dikenal tiga jenis
bentuk sengaja (dolus) yakni : a. Sengaja sebagai maksud
b. Sengaja dengan keinsyafan pasti
c. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/doluseventualis

d. Menghilangkan nyawa orang lain.

Sebagian pakar mempergunakan istilah “merampas jiwa orang lain”. Setiap
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas

jiwa orang lain adalah pembunuhan.

Perbuatan yang mana dapat merampas atau menghilangkan jiwa orang lain,

menimbulkan beberapa pendapat yakni :

- Teori Aequivalensi dari von Buri yang disebut juga teori
conditiosinequa non yang menyamaratakan semua faktor yang
turut serta menyebabkan suatu akibat

- Teori Adaequate dari vanKries yang juga disebut dengan teori
keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat

- Teori Individualis dan teori generalis dari Dr. T. Trager yang

pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan
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terjadinya akibat tersebut itulah yang menyebabkan, sedang
menurut teori generalisasi, berusaha memisahkan setiap faktor
yang menyebabkan akibat tersebut.!!

2.2 Tindak Pidana Penganiayaan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Pada KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut.
Berdasarkan penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal

351 KUHP merumuskan pengertian penganiayaan, sebagai berikut :

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk
memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk

merugikan kesehatan badan orang lain.'?

2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut

“penganiayaan”. Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari :

a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas :

Penganiayaan biasa

Penganiayaan yang menyebabkan luka berat -

Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.

b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP.

c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP
dengan rincian sebagai berikut :

- Mengakibatkan luka berat

- Mengakibatkan orangnya

mati

1 Ibid, him. 22
12 Ibid, him. 6.
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d. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan

rincian sebagai berikut :

Mengakibatkan luka berat -

Mengakibatkan orangnya

mati.

e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP
dengan rincian sebagai berikut :

- Penganiayaan berat dan berencana

- Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan

orangnya mati.'?

2.2.3 Unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP
Pasal 351 :

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun
delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima
ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling
lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Unsur-unsur :
a. Barang siapa

Yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam pengertian Hukum
Pidana adalah setiap orang, baik perseorangan maupun korporasi (badan
hukum) sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat

dipertanggungjawabkan perbuatannya.

13 Ibid, him. 50
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b. Melakukan Penganiayaan (Adanya perbuatan)

Dalam Pasal 351 ayat (3) mengatur tentang penganiayaan
menyebabkan mati. Dimana hal tersebut dilakukan secara sengaja untuk
menyakiti atau membuat menderita, memberi rasa sakit atau melukai
orang lain. Pengaturann norma pada Pasal 351 ayat (3) secara
substansial terkait dengan pengaturan normaa pada Pasal 351 ayat (1)
KUHP, dimana kedua Pasal tersebut hakikatnya adalah sama yaitu
tentang tindak pidana penganiayaan. Namun yang menjadi pembeda

yaitu dalam Pasal 351 ayat (3) lebih diperberat dikarenakan adanya


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

32

akibat yang ditimbulkan dari perbuatan penganiayaan tersebut yaitu

matinya seseorang.
c. Meninggal dunia (adanya akibat dari perbuatan)

Dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP mengatur tentang akibat yang
timbul dari tindak pidana penganiayaan yaitu matinya seseorang. Awal
mula adanya akibat tersebut yaitu terjadinya perbuatan penganiayaan,
yang mana normanya terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dimana
pelaku melakukan hal tersebut secara aktif menganiaya atau menyakiti
orang lain sehingga dari perbuatan yang dilakukannya mengakibatkan

hilangnya nyawa seseorang tersebut.!'*

2.3 Pertimbangan Hakim

Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan
tentang kesalahan terdakwa, semestinya diuraikan secara argumentatif hal-hal
apa saja yang mendukung kesimpulan tersebut, oleh karenanya putusan jangan
terlampau dilihat semata-mata dari segi yuridis saja, tetapi juga dari segi
penyusunan argumentasi pertimbangan dalam suatu rangkaian bahasa yang
dapat diikuti jalan pemikiran yang tertuang dalam pertimbangan, dengan

mempergunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembacanya. '

2.3.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim
yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan
dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat di dalam

putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut

14 LedenMarpaung, Asas-Teori-PraktekHukumPidana, Jakarta : SinarGrafika, 2014, him. 9-10.
1SYahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta : Sinar Grafika, 2012,
him. 361-362.
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umum, keterangan saksi dan terdakwa, barang-barang bukti pasal-pasal dalam

peraturan hukum dan sebagainya. '

2.3.2 Pertimbangan Non Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat

non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibatakibat yang

keluarga terdakwa, serta faktor agama.

ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan

16

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang
menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada terdakwa

dalam melakukan tindak pidana criminal.

. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa
korban atau kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan
terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh
buruk kepada masyarakat luas.

Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis
terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Termasuk pula status social

yang melekat kepada terdakwa.

. Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar
meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan. Melainkan harus
menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim
itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat

kejahatan.'”

15 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung : Citra Aditya Bakti,2007, him.

213.

16 pid, him. 216.
17 Rusli Muhammad, Hukum Acara PidanaKontemporer, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007,
him. 212-213.
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2.4 Pembuktian
2.4.1 Pengertian Pembuktian

Masalah pembuktian ini adalah merupakan masalah yang pelik
(ingewikkeld) dan justru masalah pembuktian menempati titik sentral dalam
hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan
mendapatkan kebenaran materiil, dan bukanlah untuk mencari kesalahan
seseorang. Van Bemmelen mengatakan bahwa maksud dari pembuktian

(bewijzen) sebagai berikut :

“Maka pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak

dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim :

a. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu
sungguh pernah terjadi

b. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi
Dari itu pembuktian terdiri dari :

1. Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh
pancaindera

2. Memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah
diterima tersebut

3. Menggunakan pikiran logis.'8

Apabila dilihat dari keseluruhan pekerjaan dan tugas dalam
persidangan oleh dan diikuti tiga pihak tersebut sampai akhirnya pada
kesimpulan, baik oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya
maupun Penasehat Hukum dalam nota pembelaannya, maka pembuktian

dapat diartikan secara luas dan secara sempit.

1. Pembuktian dalam arti luas

Pembuktian dalam arti luas mengandung dua bagian :

18 Ansori Sabuan, dkk, Op Cit, him. 185-186.
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Pertama, kegiatan persidangan pengadilan dalam usaha
mendapatkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dari suatu
peristiwa yang telah terjadi. Apabila fakta-fakta tersebut
dirangkai menurut akal akan menggambarkan peristiwa
sebenarnya yang dalam surat dakwaan telah dikemukakan
perkiraan atau dugaannya.

Kedua, kegiatan dalam persidangan pengadilan yang menurut
UU membahas dan menganalisis hukum terhadap fakta-fakta
yang didapat dari persidangan-persidangan dengan cara-cara
tertentu. Hal itu dilakukan untuk menarik kesimpulan
berdasarkan alat-alat bukti, apakah benar atau tidak menurut akal
telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
Kesimpulan tersebut dapat diterima akal bagi setiap orang yang
normal. Kegiatan pembuktian kedua ini dilakukan oleh JPU, PH,
dan majelis hakim. Pengertian pembuktian yang kedua ini
diwujudkan dalam bentuk surat tuntutan oleh JPU, dan dalam
pembelaan oleh penasihat hukum, sedangkan oleh majelis hakim

diwujudkannya dalam vonis.

2. Pembuktian dalam arti sempit

Dalam arti sempit pembuktian adalah pengertian luas pada bagian

kedua tersebut yang dapat dilihat dari tiga pihak masing-masing

yaitu JPU, PH, dan majelis hakim.”

2.4.2 Macam-macam Alat Bukti dalam KUHAP

Alat-alat bukti yang sah diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP

secara berturut-turut yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk,

dan keterangan terdakwa.

a. Keterangan saksi

1% Adami Chazawi, Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Malang : Bayumedia,

2006, him. 201-202
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Pengertian keterangan saksi dapat dijumpai di dalam Pasal 1 butir

27 KUHAP yang berbunyi, “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti

dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami

sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Sebagai alat

bukti, tidak semua keterangan saksi dapat dipakai atau dinilai sebagai alat

bukti dalam persidangan, terdapat syarat-syarat tertentu agar keterangan

saksi dapat dinilai sebagai alat bukti di persidangan untuk membuat terang

suatu perkara pidana. Syarat-syarat tersebut antara lain :

Dinayatakan di dalam sidang pengadilan secara langsung.
Keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah.

Keterangan seorang saksi bukanlah saksi. Bahwa pada
prinsipnya, KUHAP mensyaratkan lebih dari satu orang saksi,
akan tetapi prinsip ini dapat disimpangi apabila keterangan
seorang saksi tersebut didukung oleh alat bukti lainnya.

Dalam hal keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu
kejadian atau keadaan dapat dinilai sebagai alat bukti apabila
keterangan para saksi tersebut saling terkait dan berhubungan
satu dengan yang lain.

Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain.
Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada
umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan
itu dipercaya patut dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai

keterangan saksi.

Para pihak yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi adalah :

Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke
bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang
bersamasama sebagai terdakwa

Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai

terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mercka yang
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mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak
saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang

bersama-sama sebagai terdakwa.

Para pihak tersebut tidak dapat didengar sebagai saksi dalam
persidangan kecuali mereka menghendaki serta penuntut umum dan
terdakwa secara tegas menyetujuinya. Ketentuan diatas dapat dilihat dalam

Pasal 168 jo Pasal 169 KUHAP.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat
terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28
KUHAP). KUHAP memang tidak mensyaratkan siapa yang dapat
dikualifikasikan sebagai ahli, namun beberapa pasal dalam KUHAP
menyebutkan tentang ahli, yaitu Pasal 120 KUHAP tentang ahli yang
mempunyai keahlian khusus, Pasal 132 KUHAP tentang ahli di bidang surat
dan tulisan palsu serta Pasal 133 KUHAP tentang ahli kedokteran
kehakiman dan forensic.

Tidak ada ketentuan khusus sebagai syarat seseorang sebagai ahli
misalnya seperti halnya saksi, bahwa saksi adalah orang yang melihat,
mendengar serta mengalami sendiri terjadinya tindak pidana. Ahli yang
sering disebut-sebut adalah ahli kedokteran kehakiman atau forensic yang

jelas harus memiliki ilmu di bidang kedokteran.*

c. Surat
Alat bukti selanjutnya adalah surat, yang pengertiannya
dicantumkan dalam Pasal 187 yang berbunyi : “Surat sebagaimana tersebut
pada Pasal 184 ayat (1) huruf ¢, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan

dengan sumpah, adalah :

20 Tolib Effendi, Dasar-dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya
di Indonesia, Malang : Setara Press, 2014, him. 174-176. ?*Ansori Sabuan, dkk, Op.Cit,
him. 195.
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- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh
pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya, yang
memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang
didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan
yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu

- Surat yang dibuat menurut ketentuan  peraturan
perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat
mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi
tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian
sesuatu hal atau keadaan

- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang
diminta secara resmi dari padanya

- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya
dengan isi dari alat pembuktian yang lain.??

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang berbeda dengan alat bukti
lainnya. Alat bukti petunjuk tidak memiliki wujud konkrit atau dapat
dikatakan alat bukti petunjuk berbentuk abstrak. Alat bukti petunjuk adalah
perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara
yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri,
menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
Pengertian tentang alat bukti petunjuk ini sebagaimana dimaksud di dalam
Pasal 188 ayat (1) KUHAP.

Perbedaan berikutnya dengan alat bukti lainnya adalah, apabila alat
bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat bahkan keterangan
terdakwa berasal dari pihak yang bersangkutan secara langsung, tidak
demikian dengan alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk justru diperoleh
dari alat bukti lainnya, yaitu diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, surat
dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu alat bukti petunjuk disebut juga
dengan alat bukti tidak langsung (indirectbewijs), sehingga banyak tokoh
berpendapat bahwa alat bukti petunjuk bukanlah merupakan alat bukti.
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Alat bukti petunjuk terlihat semakin abstrak wujudnya ketika
terdapat aturan tentang bagaimana dalam menggunakannya alat bukti
petunjuk tersebut. Disebutkan dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP, bahwa
“Penilaian atas kekuatan pembuktian petunjuk dalam setiap keadaan
tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana, setelah ia
mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan
berdasarkan hati nuraninya”.

Tiga kata yang perlu dicermati adalah “arif, bijaksana dan hati
nurani”’. Ketiga kata ini sangat abstrak dan tidak memiliki tolok ukur yang
jelas. Kata “cermat” dapat ditafsirkan dengan penuh pertimbangan dan
ketelitian dengan memperhatikan beberapa komponen, kesesuaian dengan
alat bukti lain misalnya, namun untuk “arif bijaksana serta hati nurani” tidak
memiliki komponen tolok ukur yang jelas sehingga semakin menguatkan

posisi alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang abstrak atau tidak kongkrit.

e. Keterangan terdakwa
Ketarangan terdakwa adalah alat bukti terakhir yang diperiksa dalam
persidangan. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di
dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui
sendiri atau alami sendiri. Di dalam keterangan terdakwa dapat juga berupa
pengakuan terdakwa, namun bukan itu yang dikejar dalam pemeriksaan
keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa memiliki beberapa sifat untuk dapat dinilai

sebagai alat bukti di persidangan, yaitu :

- Keterangan terdakwa disampaikan secara langsung di sidang
pengadilan, keterangan terdakwa dapat diberikan di luar sidang
dengan ketentuan dan catatan yang didukung oleh suatu alat
bukti yang sah lainnya sepanjang mengenai hal yang
didakwakan kepadanya

- Keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri,
keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti

untuk terdakwa lain dalam perkara yang lain
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- Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk menyatakan
terdakwa bersalah, walaupun dalam keterangannya terdakwa
mengaku relah melakukan tindak pidana tersebut, namun hal itu

tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian.?!

2.4.3 Teori Pembuktian

Berbicara tentang pembuktian, setidaknya terdapat beberapa sistem
pembuktian baik yang pernah berlaku atau masih berlaku sampai saat ini. Sistem

pembuktian tersebut terdiri dari :

a. Conviction in time, artinya sistem pembuktian dimana proses
menentukan salah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh penilaian
keyakinan dari hakim. Hakim tidak terikat oleh alat bukti yang ada,
hakim dapat menggunakan alat bukti tersebut untuk memperoleh
keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti
tersebut dengan hanya menggunakan keyakinannya

yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan
terdakwa.

b. Conviction in raisonee, sistem pembuktian yang menekankan pada
keyakinan hakim berdasarkan dari alasan yang jelas. Jika sistem
pembuktian conviction in time memberi keleluasaan kepada hakim
tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul,
sistem pembuktian conviction in raisonee memberikan batasan
keyakinan hakim tersebut haruslah berdasarkan alasan yang jelas.
Hakim mempunyai kewajiban menguraikan dan menjelaskan
alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan
terdakwa.

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, maksudnya
adalah bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat
bukti yang ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya campur

tangan keyakinan hakim. Ketika perbuatan terdakwa dapat

2L Tolib Effendi, Op.Cit, hlm. 179-180.
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dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, maka terdakwa
dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya dijatuhi hukuman,
sebaliknya ketika alat bukti tidak dapat membuktikan kesalahan
terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Dalam sistem
ini, hakim seolah-olah hanyalah mesin pelaksana undang-undang
yang tidak memiliki nurani, nurani tidak turut serta dalam
menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sistem
pembuktian ini adalah sistem pembuktian campuran antara
convictionraisonee  dengan  sistem  pembuktian  menurut
undangundang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini
adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh
keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat

bukti yang sah menurut undang-undang.??

2.4.4 Sistem Pembuktian dalam KUHAP

KUHAP secara tegas mengacu pada sistem pembuktian menurut
undang-undang secara negatif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 183
KUHAP yang berbunyi,”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada
seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Sangat jelas kiranya, bahwa sistem pembuktian dalam sistem peradilan
pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara
negatif, dengan demikian syarat untuk menjatuhkan pidana selain harus
memenuhi alat bukti sebagaimana dintentukan oleh KUHAP juga ditambah
dengan keyakinan hakim yang diperoleh pada saat pembuktian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP. Jika salah satu unsur tersebut tidak

22 Ibid, hlm. 171-172.
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terpenuhi, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pemidanaan kepada

terdakwa.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana tersurat
dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur objektif dan subyektif dalam
menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan
diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Akan tetapi
kedudukan keyakinan hakim dalam sistem ini seolah-olah sebagai penentu
segalanya. Jika perkara tersebut terbukti secara sah tetapi tidak meyakinkan
hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan

putusan pidana.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP boleh dikatakan
mengadopsi sistem pembuktian yang dianut oleh Belanda. Pada awalnya
terdapat perdebatan mengenai sistem pembuktian yang akan dianut oleh
Belanda, yaitu antara sistem pembuktian Conviction in raisonee dan
negatiefwettelijk. Namun akhirnya Belanda menganut sistem pembuktian
negatif dengan catatan, keterikatan hakim pada peraturan perundang-undangan
dibatasi, yaitu hanya terbatas pada jumlah alat bukti dan kekuatan pembuktian
keterangan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 341 ayat (4) jo Pasal 342 ayat
(2) KUHAP Belanda.? Pasal 341 ayat (4) KUHAP Belanda menyebutkan,
bahwa kesalahan terdakwa tidak dianggap terbukti atas pengakuan salah
terdakwa saja, dan Pasal 342 ayat (2) KUHAP Belanda menyebutkan,
keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan
terdakwa telah terbukti. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 183 KUHAP tentang

kekuatan pembuktian di Indonesia.?¢

2.5 Pemidanaan

2.5.1 Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga

tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya

2 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : CV Sapta Artha Jaya, 1996, him. 263.
%Tolib Effendi, Op.Cit, him. 173.
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diartikan  sebagai  hukum, sedangkan  “pemidanaan”  diartikan
sebagaipenghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang
penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan
itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan
juga masyarakat. Karena itu teori ini disbeut juga teori konsekuensialisme.
Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan

tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pada saat ini sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah
sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang
ditetapkan oleh undang-undang No. 1 tahun 1964 jo undang-undang No. 73
tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan
dalam wundang-undang No. 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP,
undangundang No. 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam
KUHP, undang-undang No. 18 prp tentang perubahan jumlah maksimum
pidana denda dalam KUHP.**

2.5.2 Sistem Pemidanaan

Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau
penjatuhan pidana. Sistem pemidanaan di Indonesia mencakup beberapa teori

pemidanaan, antara lain :
a. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldingstheorien)

Dalam aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana
adalah alam pikiran untuk pembalasan (vergelding atau vergeltung). Teori
ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti
Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak.

Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan

melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan,

24 Amir llyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban
Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012, him. 95-96.
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hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana

mutlak dijatuhkan.

Stahl mengemukakan bahwa hukum adalah suatu aturan yang
bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara
sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara
dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum

wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.

Hegel berpendapat bahwa hukum atau keadilan merupakan suatu
kenyataan. Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap
keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum, oleh karena itu
harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya atau

mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Herbart bahwa apabila
kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap
masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka
dari sudut aesthesthica harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang

setimpal pada penjahat pelakunya.
Teori relatif atau Teori tujuan (Doel Theorien)

Teori ini memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana
adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu
mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat
pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat

(dehandhavingdermaatshappelijkeorde).

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang
merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi
umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui
pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk
tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu
sendiri dengan harapan agar terpidana dapat berubah menjadi orang yang

lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum bahwa
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pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggot

masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

c. Teori gabungan (verenigingstheorien)

Disamping teori aboslut dan teori relatif tentang pemidanaan,
muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan
dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui unsur prevensi
dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan

relatif.®

2.5.3 TujuanPemidanaan

Tujuan pemidanaan memiliki arti yang penting dalam suatu system
pemidanaan. Tujuan pidana sejatinya memberikan warna terhadap arti, sifat dan
bentuk pidana. Maka tujuan pemidanaan sudah harus diarahkan dan ditetapkan
terlebih dahulu sebelum pidana dijalankan, bukan sebaliknya. Meski begitu
tujuan baru memiliki relevansi apabila diketahui dasar berpijak untuk mencapai

tujuan.®

Bahwa belum dirumuskan tujuan pidana secara tegas dalam KUHP
menimbulkan suatu permasalahan terhadap pelaksanaan pidana. Menurut
Zainal Abidin belum adanya rumusan tentang tujuan pemidanaan dalam hokum
positif di Indonesia menyebabkan banyak sekali rumusan jenis dan bentuk
sanksi pidana yang tidak konsisten dan tumpang tindih. Barda Nawawi Arief
dan Muladi memberikan pandangan mereka terkait hubungan antara penetapan
sanksi pidana dan tujuan pemidanaan merupakan titik penting dalam
menentukan strategi politik pemidanaan.?’Oleh karena dalam hal penentuan

tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana dan

% |pid, him. 98-101.

26 JE. Sahetapy. 1979. Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Bandung Alumni.
Him. 144-145

27 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Him. 95
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tindakan yang akan digunakan. Jika dilihat dari sudut pandang politik criminal
maka tidak terkendalinya peningkatan terhadap perkembangan kriminalitas
dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan
ditetapkan.?8

Terdapat beberapa pandangan tentang tujuan pemidanaan berkembang
dewasa ini. Dalam literature berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat
dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah Reformation, Restraint, dan
Restribution, sedangkan satu D ialah Deterrence yang terdiri atas individual
deterrence dan general deterrence (pencegahankhusus dan pencegahanumum).

Adapun penjelasan terhadap sistem di atas akan dijelaskan di bawah ini :

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang
baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan
dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu
digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritikan terhadap
reformasi ialah bahwa tujuan tersebut tidak berhasil memperbaiki para terpidana,
hal ini dibuktikan denan meningkatnya residivis setelah menjalani pidana

penjara.

Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan
tersingkirnya pelanggar dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi
lebih aman, jadi ada juga kaitannya dengan system reformasi, jika
dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang

bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat.

Restribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan
kejahatan. Dewasa ini muncul berbagai kritikan terhadap system tersebut,
karena anggapan bahwa system ini bersifat barbar dan tidak sesuai dengan
masyarakat yang beradab. Namun bagi kalangan yang pro terhadap system ini
mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada

penjahat seperti reformasi itu membuat Magna Carta bagi penjahat.

28 |bid. HIm 89
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Deterrence, berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai
individual maupu orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau
takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada
terdakwa. Yang mengkritik teori ini mengatakan adalah kurang adil jika untuk
tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk

menerima pidana itu.

2.6 Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP, yang berbunyi :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam
sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau
lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur
dalam undang-undang hukum acara pidana.”

2.6.1 Jenis Putusan

Di dalam sistem Hukum Acara Pidana, dikenal dua jenis putusan

pengadilan, yaitu :

a. Jenis putusan yang bersifat formil

b. Jenis putusan yang bersifat materiil

Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan

putusan akhir yaitu :

a. Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan
untuk memeriksa suatu perkara (onbevoegdeverklaring), Pasal 148
ayat (1) KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan oleh penuntut
umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang
bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.

b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut
umum batal (nietigverklaringvandeactevanverwijzing Pasal 156

ayat (1) KUHAP). Disini misalnya surat dakwaan jaksa tidak
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memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkannya
waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.

c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum
tidak dapat diterima (nietontvankelijkverklaard-Pasal 156 ayat (1)
KUHAP). Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum
sudah kadaluarsa, nebis in idem, perkara yang memerlukan syarat
aduan (klachtdelict), penuntutan seorang penerbit yang telah
memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.

d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada

perselisihan prejudisiel (perselisihan kewenangan).

Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan
dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata,
misalnya dalam hal perkara perzinahan(overspel) sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 284 KUHP.%

Sedangkan yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan

putusan akhir (eindvonnis), yaitu :

a. Putusan Bebas (Vrijspraak)

Putusan ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat
bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan di persidangan.

Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini adalah minimum bukti
yang ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi, misalnya hanya ada
keterangan tersangka, tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain, atau alat bukti
terpenuhi, tapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Putusan bebas
ini bersifat negatif, dalam arti bahwa putusan itu tidak menyatakan terdakwa
tidak melakukan perbuatan yang didakwakan itu, melainkan menyatakan
bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti. Jadi, bahwa kemungkinan
terdakwalah yang melakukannya, akan tetapi di persidangan hal itu tidak

terbukti. Dalam hubungan dengan ini perlu diingatkan mengenai sistem

29 Ansori Sabuan, dkk, Op.Cit, him. 197
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pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana kita (KUHAP), yang
tercantum dalam Pasal 183 yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah
yvang bersalah melakukannya.”

Sistem pembuktian ini disbeut sistem pembuktian menurut
undangundang yang negatif (negatief-wettelijk). Disebut wettelijk, oleh
karena untuk membuktikan diharuskan adanya alat-alat bukti yang sah
menurut undang-undang. Disebut negatief karena adanya alat-alat bukti
tertentu itu saja yang telah ditunjuk oleh undang-undang belum mewajibkan
hakim utuk menyatakan telah terbukti. Untuk itu masih disyaratkan adanya
keyakinan hakim. Dengan lain perkataan tentang penilaian kekuatan bukti
(bwijskracht) dari alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan itu

sepenuhnya diserahkan kepada hakim.*

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika ia berpendapat bahwa
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan
tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan
perbuatan yang dapat dipidana, oleh perbuatan yang terbukti itu sama sekali
tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana
atau karena adanya alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) tersebut
dalam Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 ayat
(1) KUHP.

Putusan ini juga dijatuhkan oleh hakim dalam hal perbuatan yang
terbukti itu merupakan tindak pidana, akan tetapi terdakwanta tidak dapat
dipidana disebabkan tidak adanya kemampuan bertanggungjawab tersebut
dalam Pasal 44 KUHP atau disebabkan adanya alasan pemaaf (faitdixcuse)
tersebut dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP dan Pasal 51 ayat (2) KUHP.
Adapun perbedaan yang prinsipil antara dua macam putusan tersebut adalah,

bahwa dalam hal putusan bebas jaksa tidak dapat naik bading kepada

30 Ibid, hlm. 198-199
31bid, him. 199.
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Pengadilan Tinggi (Pasal 67 KUHAP), sedangkan dalam hal pelepasan dari
segala tuntutan hukum dapat dimintakan banding, baik oleh terdakwa atau

jaksa.>*

Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah
memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang
didakwakan dan ia manganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat
dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Putusan
pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang
disampaikan oleh penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman

maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.

Setiap putusan pengadilan hanya sah apabila diucapkan secara langsung di

dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pasal 195
KUHAP berbunyi, "Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai
kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.
Walaupun perkara tersebut diperiksa secara tertutup namun untuk
pembacaan putusannya harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
Selain itu, putusan diucapkan dengan hadirnya terdakwa sebagaimana
dimaksudkan di dalam Pasal 196 ayat (1) KUHAP, “Pengadilan memutus
perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam undang-undang ini
menentukan lain”. Pengecualian terhadap putusan tersebut salah satunya
adalah untuk terdakwa lebih dari satu dalam satu perkara, selama satu
terdakwa hadir maka putusan dapat dibacakan dan dinyatakan sah menurut

hukum.

Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan, majelis hakim harus

menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut yaitu :

a. Menerima atau menolak putusan
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Sederhananya, apabila terdakwa menerima putusan maka putusan
pengadilan tersebut akan berkekuatan hukum tetap, namun menjadi
tidak sederhana ketika terdakwa menerima putusan akan tetapi penuntut
umum menolak putusan dan mengajukan banding. Hak untuk menerima
putusan dari terdakwa tidak mengurangi sama sekali hak dari penuntut
umum untuk mengajukan banding, dengan demikian putusan masih
belum memiliki kekuatan hukum tetap untuk dapat dilakukan eksekusi.

b. Mempelajari putusan

Terdakwa diberikan hak untuk berfikir atas putusan yang
diterimanya. Hak untuk berfikir ini selama 7 hari karena apabila dalam
waktu 7 hari sejak putusan dibacakan terdakwa tidak mengajukan
permohonan banding, maka terdakwa dianggap menerima putusan dan
proses eksekusi dapat segera dilaksanakan. Dalam waktu 7 hari
terdakwa akan berfikir apakah menerima putusan ataukah mengajukan
upaya hukum banding.

c. Meminta pengangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan
grasi.

Dalam hal terdakwa mengajukan penangguhan pelaksanaan putusan,
maka terdakwa dianggap menerima putusan sehingga mengajukan grasi
kepada Presdien.

d. Mengajukan banding

Masa pengajuan banding adalah 7 hari setelah putusan diucapkan,

hal ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP.
e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan

Dalam rentang waktu selama belum 7 hari sejak diputuskan
terdakwa berhak untuk mencabut kembali pernyataan untuk menerima
atau menolak putusan. Apabila terdakwa terlanjur menyatakan
menerima atau menolak putusan, sebelum 7 hari sejak putusan
dibacakan, maka terdakwa masih memiliki hak untuk mengubah dengan

mencabut pernyataan tersebut.>!

31 Tolib Effendi, Op.Cit, him. 186-187.
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2.6.2 Syarat Putusan Menurut KUHAP

Surat putusan pengadilan (vonnis) yang berisi pemidanaan harus

membuat hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP,

sebagai berikut :
a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi : “DEMI
KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa

c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan
beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang
menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan

f. Pasal, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari
putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
terdakwa

g. Hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim, kecuali perkara
diperiksa oleh hakim tunggal

h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur
dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dari pemidanaan atau
tindakan yang dijatuhkan

i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan
jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti

j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana
letaknya kepalsuan itu

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
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l. Hari dan tanggal putusan, anam penuntut umum, nama hakim yang

memutus dan nama panitera.*?

32 Ansori Sabuan, dkk, Op.Cit, him. 202-203
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telah dilakukan oleh pelaku, sehingga bobot pidana yang dijatuhkan tidak boleh

melebihi kesalahan pelaku.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.

Dalam Putusan Nomor : 282/Pid.B/2016/PN.Bdg dengan surat dakwaan
subsidair, dimana dakwaan primair yaitu Pasal 338 KUHP dan dakwaan
subsidair Pasal 351 ayat (3). Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan
putusannya dalam Pasal 338 KUHP yaitu mengenai tindak pidana
pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Ferdiana Sudrajat kepada
korban Gustiana Ramdan (alm). Jika dihubungkan dengan perbuatan yang
dilakukan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka
menurut penulis hakim kurang tepat dalam menjatuhkan pasal kepada
terdakwa yang dikenakan Pasal 338 KUHP. Karena tidak adanya unsur niat
dan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Justru yang memulai

keributan dan perkelahian adalah pihak korban yaitu Gustiana Ramdan
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(alm). Selain itu, adanya selang waktu meninggalnya korban dari kejadian
tersebut, yaitu selama 5 (lima) hari setelah sempat di rawat di rumah sakit.
Akan lebih tepat apabila hakim memutus terdakwa dengan dakwaan
subsidair yaitu Pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang menyebabkan
mati.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun 6
(enam) bulan dalam kasus tindak pidana pembunuhan sudah sesuai dengan
sistem pemidanaan. Namun, hakim dalam menjatuhkan pidana, selain
memikirkan dari pihak terdakwa hakim juga seharusnya memikirkan dari
pihak korban, dimana seharusnya pidana yang diberikan harus sesuai
dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Paling tidak penjatuhan
pidana yang diberikan harus sebanding dengan perbuatan yang dilakukan
terdakwa agar terciptanya rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Melihat dari
sistem pemidanaan sebagai tolok ukur dalam kasus ini dirasa sesuai sebagai

acuan dan memberikan rasa keadilan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1.

Hakim dalam menjatuhkan Pasal kepada terdakwa tidak serta merta
berdasar pada tuntutan penuntut umum melainkan lebih teliti dan harus
sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan serta perbuatan yang
dilakukan oleh terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa hendaknya juga
mempertimbangkan kesesuaian berdasarkan sistem pemidanaan dengan
perbuatan terdakwa dan juga memikirkan dari pihak korban agar terciptanya

rasa keadilan.
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